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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi
BPR dalam proses transisi dari SAK ETAP ke SAK EP. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis melibatkan auditor internal,
auditor eksternal, dan staf akuntansi yang terlibat langsung dalam penyusunan
laporan keuangan sebagai informan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-
terstruktur dan dianalisis menggunakan metode tematik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa transisi ke SAK EP menghadirkan berbagai tantangan,
terutama terkait kompleksitas standar, kebutuhan penyesuaian sistem dan
prosedur internal, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Namun
demikian, penerapan SAK EP juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas,
konsistensi, dan kredibilitas laporan keuangan, serta mendorong peningkatan
profesionalisme staf akuntansi. Dengan strategi adaptasi yang tepat, transisi ini
berpotensi menjadi investasi jangka panjang bagi penguatan tata kelola dan
keandalan pelaporan keuangan BPR.

ABSTRACT

10.52 jba.v13il.
0.52859/bav13i1.856 This study aims to explore the challenges and opportunities faced by Rural Banks (BPR)

in the transition from SAK ETAP to SAK EP. The research employs a qualitative
approach with a phenomenological design, involving internal auditors, external
auditors, and accounting staff directly engaged in the preparation of financial
statements as informants. Data were collected through semi-structured interviews and
analyzed using thematic analysis. The findings indicate that the transition to SAK EP
presents several challenges, particularly related to the complexity of the standards, the
need to adjust internal systems and procedures, and limitations in human resource competencies. Nevertheless, the
implementation of SAK EP also provides opportunities to enhance the quality, consistency, and credibility of financial
reporting while promoting the professional development of accounting staff. With appropriate adaptation strategies, this
transition can serve as a long-term investment in strengthening governance and the reliability of BPR’s financial reporting.

Pendahuluan

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara
konvensional tanpa menyediakan layanan lalu lintas pembayaran (Budiyanti, 2018). Sebagai lembaga
keuangan mikro, BPR memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
terutama melalui penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan masyarakat yang membutuhkan akses
permodalan. Kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan BPR sangat dipengaruhi oleh kualitas tata
kelola serta transparansi pelaporan keuangan yang menjadi dasar evaluasi bagi pemilik, manajemen,
dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama lebih dari satu dekade, BPR mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangan, mengingat standar tersebut
relatif sederhana dan sesuai dengan karakteristik BPR yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
Namun, perkembangan lingkungan bisnis, meningkatnya kebutuhan transparansi, serta upaya
harmonisasi standar pelaporan mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAl) menerbitkan
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti SAK ETAP. SAK EP disusun untuk
entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi tetap menerbitkan laporan keuangan umum bagi
pengguna eksternal, termasuk BPR (Maulana et al., 2023).

Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan Surat Edaran No. 21/SEOJK.03/2024 yang memuat Panduan
Akuntansi Perbankan bagi BPR sebagai acuan resmi dalam proses transisi ke SAK EP. OJK juga
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mewajibkan seluruh BPR untuk menerapkan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan guna
memastikan konsistensi, meningkatkan transparansi, serta mempermudah identifikasi komponen
laporan keuangan yang berdampak pada kesehatan bank. Dengan penerapan standar baru ini, BPR
dituntut untuk menyesuaikan sistem pencatatan dan pelaporan agar selaras dengan ketentuan SAK EP.

Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP memunculkan dinamika baru dalam industri BPR. Pada satu sisi,
SAK EP memberikan peluang bagi BPR untuk meningkatkan kualitas pelaporan melalui pengungkapan
yang lebih komprehensif, pengukuran aset dan liabilitas yang lebih andal, serta penyajian informasi
keuangan yang lebih relevan bagi regulator dan pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas ini
diharapkan memperkuat kepercayaan publik, mendorong akuntabilitas kelembagaan, dan
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial maupun pengawasan (Mnahonin et al., 2025).

Namun, di sisi lain, perubahan standar ini juga menghadirkan sejumlah tantangan. Banyak BPR
menghadapi keterbatasan kapasitas SDM akuntansi yang belum sepenuhnya memahami standar baru.
Kompleksitas pengungkapan dan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang lebih canggih
menyebabkan beban tambahan, terutama bagi BPR kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Selain itu,
ketidaksiapan infrastruktur dan kurangnya pelatihan komprehensif berpotensi menimbulkan risiko
ketidakpatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Lebih jauh, tuntutan pengawasan OJK yang
semakin ketat mempertegas urgensi bagi BPR untuk beradaptasi dengan SAK EP. Ketidakmampuan
mengikuti standar baru tidak hanya menimbulkan risiko administratif, tetapi juga berpotensi
melemahkan reputasi dan kepercayaan publik. Kondisi ini menciptakan gap kesiapan antar-BPR, di mana
BPR besar lebih cepat beradaptasi dibandingkan BPR kecil yang masih terkendala teknologi, biaya, dan
kemampuan SDM.

SAK EP merupakan standar akuntansi baru yang diadaptasi dari IFRS for SMEs dengan penyesuaian
terhadap konteks Indonesia dan ditetapkan sebagai pengganti SAK ETAP mulai 1 Januari 2025. Meskipun
dirancang untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan, berbagai
temuan di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan BPR dalam mengimplementasikan standar ini masih
rendah. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya
bagian akuntansi dan teknologi informasi, yang belum sepenuhnya memahami konsep, pengukuran,
dan pengungkapan dalam SAK EP. Standar baru yang lebih kompleks menuntut kapasitas teknis yang
lebih tinggi, sehingga memerlukan pelatihan dan pendampingan intensif. Di sisi lain, Perbarindo
menegaskan bahwa penerapan SAK EP tidak dapat dilakukan secara manual dan membutuhkan
pembaruan core banking system.

Namun, banyak BPR belum memiliki infrastruktur sistem informasi yang memadai untuk
mendukung proses tersebut. Selain itu, sosialisasi dan pemahaman mengenai SAK EP baik di lingkungan
BPR maupun regulator dinilai belum merata. Pedoman Akuntansi (PA) BPR pun dilaporkan belum
sepenuhnya siap dan masih memerlukan stress test sebelum diimplementasikan (antaranews.com, 2024).
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan regulasi dan kesiapan operasional BPR.
Dengan demikian, transisi dari SAK ETAP ke SAK EP bukan hanya perubahan standar, tetapi juga
mencerminkan tantangan kelembagaan yang meliputi kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, dan
kejelasan pedoman implementasi. Fenomena ini menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai
kesiapan BPR dalam menghadapi transisi tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan SAK EP pada berbagai entitas, namun
sebagian besar masih terbatas pada koperasi dan lembaga keuangan non-bank. Maulana et al. (2023)
menemukan bahwa perubahan signifikan dalam penerapan SAK EP terutama terkait perlakuan akuntansi
atas investasi pada entitas anak/asosiasi, imbalan kerja, imbalan pascakerja, serta pengakuan pajak
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tangguhan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa adopsi standar baru membawa konsekuensi
langsung pada struktur dan kualitas laporan keuangan. Hasil serupa diperkuat oleh Salman & Sutisna
(2025) yang menunjukkan bahwa implementasi SAK EP pada koperasi dapat meningkatkan kualitas,
akuntabilitas, dan konsistensi pelaporan keuangan.

Namun, berbagai penelitian juga menyoroti kendala adoposi. Lusiono et al. (2024) menunjukkan
bahwa banyak Credit Union belum memahami perubahan standar sehingga belum dapat menyusun
laporan keuangan sesuai SAK EP. Sementara itu, Setiajatnika & Hidayat (2025) menemukan bahwa
tingkat kesiapan entitas untuk mengadopsi SAK EP masih rendah karena kompleksitas standar dan
kebutuhan peningkatan kompetensi teknis. Secara lebih rinci, Ramadan & Nisa (2025) mengungkap
bahwa transisi SAK ETAP ke SAK EP berdampak signifikan pada area pengakuan, klasifikasi, dan
pengungkapan, khususnya terkait pendapatan, CKPN, aset tetap, dan imbalan pascakerja.

Berbagai temuan tersebut mengindikasikan bahwa adopsi SAK EP bukan sekadar perubahan
administratif, tetapi transformasi sistem pelaporan yang membutuhkan kesiapan struktur organisasi,
teknologi, dan kompetensi SDM. SDM mencakup staf keuangan dan akuntansi yang berperan dalam
melakukan pelaporan keuangan (Setiya et al, 2025). Namun, riset-riset tersebut belum menyentuh
konteks Bank Perekonomian Rakyat (BPR), padahal BPR merupakan lembaga yang berada di bawah
regulasi ketat OJK dan sangat bergantung pada kualitas pelaporan keuangan untuk menjaga tingkat
kesehatan bank. Selain itu, BPR menghadapi tantangan tambahan berupa kebutuhan penyesuaian core
banking system, kesiapan pedoman akuntansi BPR, serta keterbatasan SDM.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada proses transisi
penerapan SAK EP di sektor BPR sektor yang memiliki kompleksitas regulasi, kebutuhan pengawasan,
serta tuntutan sistem informasi yang lebih tinggi dibandingkan UMKM maupun entitas privat lainnya.
Kajian mendalam mengenai implementasi SAK EP pada BPR masih sangat terbatas di Indonesia,
terutama karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek pemahaman standar
atau kompetensi sumber daya manusia. Berbeda dari studi-studi terdahulu, penelitian ini
mengintegrasikan tiga aspek utama yang menentukan keberhasilan implementasi SAK EP, yaitu kesiapan
sumber daya manusia, kesiapan core banking system, serta kesiapan pedoman regulasi seperti PA BPR
yang diterbitkan OJK. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan analisis yang lebih holistik
terhadap proses transisi standar.

Penelitian ini menambahkan nilai baru dengan mengidentifikasi variasi kesiapan antar-BPR dalam
mengadopsi SAK EP, yang dipengaruhi oleh skala aset, kapasitas teknologi, dan kualitas SDM. BPR
dengan sumber daya memadai lebih siap mengimplementasikan standar, sementara BPR skala kecil
menghadapi keterbatasan, meningkatkan risiko ketidaksesuaian penerapan. Gap kesiapan ini berpotensi
menimbulkan perbedaan kualitas laporan keuangan antarbank, suatu aspek yang jarang dibahas dalam
literatur sebelumnya. Temuan ini memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan peluang
penerapan SAK EP di sektor BPR dan menjadi acuan bagi regulator dan manajemen dalam merancang
strategi adaptasi untuk meningkatkan konsistensi, kualitas, dan kredibilitas pelaporan keuangan.

Telaah Literatur

Teori Akuntansi Keuangan

Teori akuntansi keuangan merupakan landasan konseptual utama dalam penyusunan laporan keuangan,
yang mencakup prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi
keuangan. Keberadaan standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman normatif untuk memastikan
bahwa laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dan konsisten, sehingga
dapat diperbandingkan serta digunakan secara efektif oleh para pemangku kepentingan dalam menilai
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kondisi dan kinerja keuangan entitas (Setiajatnika & Hidayat, 2025). Akuntansi sebagai bahan bisnis yang
didasarkan pada informasi yang dapat dipercaya memainkan peran penting dalam sistem perekonomian
(Ramadhan & Fitriana, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, decision usefulness theory menegaskan bahwa informasi akuntansi
hanya memiliki nilai guna apabila informasi tersebut dipersepsikan relevan dan disajikan secara jujur
serta andal. Apabila pengguna laporan keuangan meragukan relevansi atau keandalan informasi yang
disajikan, maka informasi tersebut cenderung diabaikan dan tidak dimanfaatkan dalam proses
pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya karakteristik
kualitatif informasi akuntansi, seperti keterpahaman, keterbandingan antarperiode dan antarentitas,
ketepatan waktu penyajian, serta kemampuan informasi untuk diverifikasi. Karakteristik tersebut
berperan dalam meningkatkan kualitas dan kegunaan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan
keputusan ekonomi yang rasional dan berbasis informasi (Kamotho et al,, 2022).

Lebih lanjut, teori institusional memberikan perspektif yang melengkapi pemahaman mengenai
penerapan standar akuntansi dengan menekankan bahwa praktik dan struktur organisasi tidak hanya
dibentuk oleh pertimbangan efisiensi ekonomi semata, tetapi juga oleh tekanan lingkungan eksternal
dan norma sosial yang berlaku (Maqdliyan, 2022). Dalam kerangka ini, organisasi cenderung
menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan praktik akuntansinya untuk memperoleh legitimasi dan
penerimaan dari lingkungan institusional, termasuk regulator, auditor, dan pemangku kepentingan
lainnya. Kekuatan dan kematangan institusional sangat terkait dengan adopsi dan implementasi standar
internasional IFRS dengan lembaga yang kuat mendorong transparansi dan sinyal pasar yang efektif
(Munoz et al., 2025).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi. Laporan
keuangan merupakan elemen penting dalam dunia usaha karena berfungsi sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan ekonomi (Widyasari & Defin, 2025). Melalui laporan keuangan tersebut dapat
diperoleh informasi mengenai kondisi dan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah
dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut dapat disajikan sebagai dasar
untuk menganalisa posisi keuangan tersebut, dimana hasil analisa tersebut dapat dijadikan sebagai
bahan pengambil keputusan bagi pihak manajemen (Lijow et al,, 2021).

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan
suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut.
Laporan keuangan pada perusahaan sangat dibutuhkan oleh pihak internal ataupun eksternal untuk
pengambilan keputusan (Apriada et al, 2023). Penyusunan laporan keuangan merupakan menjadi
tahapan penting dalam pelaporan informasi keuangan suatu entitas (Hariza et al, 2025). Laporan ini
menunjukkan sejarah perusahaan dalam nilai moneter. Informasi keuangan tentang kegiatan ekonomi
perusahaan tidak hanya dicatat dalam siklus akuntansi, tetapi juga diolah dan diproses sedemikian rupa
sehingga dapat memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan yang ditentukan
(Saputra, 2022). Laporan keuangan disusun secara akrual berfungsi untuk memberikan informasi kepada
pengguna yang tidak hanya transaksi di masa lalu tetapi juga merepresentasikan kas yang akan diterima
di masa depan (Wulandari et al., 2023).

Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memainkan peran penting dalam memastikan transparansi,
akurasi, dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Standar ini mengatur
bagaimana transaksi dan kejadian ekonomi harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam
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laporan keuangan (Muslimah, 2024). Dengan adanya SAK, laporan keuangan tidak hanya menjadi alat
dokumentasi internal, tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi yang kredibel bagi berbagai
pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, regulator, dan pihak eksternal lainnya. Lebih jauh,
penerapan SAK berbasis prinsip (principle-based accounting) mendorong perusahaan untuk
menggunakan penilaian profesional (professional judgement) dalam menilai transaksi yang kompleks,
sehingga kualitas informasi yang disajikan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan
mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

Standar akuntansi keuangan entitas privat (SAK EP) merupakan standar akuntansi keuangan terbaru
untuk entitas privat atau entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik penerbitan laporan keuangan.
Standar akuntansi menggunakan SAK EP yang disahkan oleh ikatan akuntansi indonesia (IAl) dan mulai
diterapkan pada tanggal 1 januari 2025. IAl menerbitkan standar akuntansi ini untuk kemudahan dalam
membuat laporan keuangan (Mnahonin et al,, 2025). Secara umum, SAK EP lebih sederhana dari pada
SAK umum berbasis IFRS.

SAK EP menghilangkan topik-topik yang tidak relevan bagi entitas swasta, seperti laba per saham,
laporan keuangan interim, dan segmen operasi. Penyederhanaan lain juga terjadi pada pilihan kebijakan
akuntansi, sehingga entitas swasta mengikuti satu kebijakan akuntansi tunggal untuk transaksi tertentu.
Penyederhanaan yang terakhir ini mencakup beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran,
pengungkapan yang lebih sedikit, dan bahasa yang lebih sederhana (Pranesti & Hanani, 2022).
Komponen laporan keuangan menurut SAK EP yakni laporan posisi keuangan, laporan penghasilan
komprehensif atau laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan (Widyasari & Defin, 2025).

Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Berdasarkan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat
Syariah dijelaskan bahwa Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank
konvensional yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
BPR berfokus pada penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, serta
penyaluran kredit terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat lokal.
Siaran pers dari OJK menyebut bahwa POJK 7/2024 merupakan instrumen kebijakan untuk memperkuat
BPR sebagai lembaga keuangan mikro yang adaptif, berdaya saing, serta mampu memberikan akses
permodalan kepada pelaku UMKM di wilayah lokal. Selain itu, regulasi ini juga menegaskan bahwa BPR
harus memperkuat manajemen risiko dan tata kelola untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis untuk memahami
secara mendalam pengalaman dan tantangan BPR dalam transisi dari SAK ETAP ke SAK EP. Informan
yang digunakan pada penelitian ini dipilih sebanyak tiga orang yang terdiri dari satu orang auditor
internal, satu orang auditor eksternal, dan satu orang staf akuntansi BPR yang terlibat langsung dalam
proses pelaporan keuangan. Pemilihan informan didasarkan pada peran masing-masing pihak, di mana
staf akuntansi bertanggung jawab atas penerapan standar dan penyusunan laporan, auditor internal
melakukan pengawasan dan evaluasi kepatuhan, serta auditor eksternal menilai kewajaran laporan
keuangan secara independen. Kombinasi ketiga informan ini memungkinkan diperolehnya pandangan
yang komprehensif mengenai penerapan SAK EP.
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Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali
persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi informan selama proses transisi standar akuntansi.
Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldafia yang mencakup proses
kondensasi data untuk mereduksi dan memilah informasi penting, penyajian data dalam bentuk tema-
tema utama terkait kesiapan SDM, kesiapan core banking system, dan pemahaman pedoman OJK, serta
penarikan kesimpulan melalui interpretasi pola dan verifikasi temuan menggunakan member checking
dan triangulasi sumber agar hasil penelitian tetap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan
Hasil
Kesiapan Internal BPR dalam Transisi Standar Akuntansi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BPR berada pada tahap adaptasi awal terhadap
SAK EP. Kendati demikian, terdapat variasi pemahaman antar unit, terutama pada staf akuntansi dan
auditor internal. SAK EP dianggap lebih rinci dan menuntut judgement profesional yang lebih kuat
dibandingkan SAK ETAP yang relatif sederhana. Seorang staf akuntansi BPR X (lbu KM) menyampaikan
bahwa pemahaman staf masih belum merata dengan kutipan wawancara berikut.

“... kalo jujur dari sisi akuntansi, kami masih terus menyesuaikan. SAK EP itu lebih detail. Kadang

kami masih balik lagi ke contoh-contoh kasus untuk memastikan pencatatannya sudah sesuai”.

Pernyataan Ibu KM menunjukkan bahwa mereka sedang menyesuaikan diri dengan standar yang
baru. SAK EP lebih kompleks dibanding SAK ETAP karena menuntut penilaian profesional yang lebih
tinggi dalam pencatatan dan pengungkapan transaksi. Oleh karena itu, staf sering kembali memeriksa
contoh kasus sebagai panduan agar pencatatan tetap akurat dan sesuai standar. Senada dengan itu,
auditor internal pada BPR Y (Ibu SA) juga mengakui adanya gap kompetensi teknis dalam membaca dan
menginterpretasikan standar baru dengan kutipan wawancara berikut.

"... kami sudah ikut beberapa pelatihan, tapi ketika masuk ke praktik, tetap ada bingungnya.

Terutama bagian estimasi dan fair value, itu kan tidak biasa kami lakukan waktu SAK ETAP".

Meskipun staf akuntansi dan auditor internal telah mendapatkan pelatihan, penerapan SAK EP tetap
menuntut adaptasi praktis yang lebih kompleks. Hal ini terjadi karena SAK EP memperkenalkan konsep-
konsep seperti estimasi dan penilaian fair value, yang sebelumnya tidak diterapkan dalam SAK ETAP.
Dengan kata lain, pelatihan formal saja tidak selalu cukup, staf perlu pengalaman langsung untuk
memahami penerapan prinsip-prinsip baru ini dalam konteks transaksi nyata. Fenomena ini menekankan
pentingnya pendalaman praktik dan pengalaman sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap standar
akuntansi yang lebih berbasis prinsip dan judgement profesional. Meskipun terdapat keterbatasan
awal, manajemen BPR umumnya menilai transisi ini sebagai proses pembelajaran yang tidak bisa
dihindari, terutama karena tuntutan regulasi dan kebutuhan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tantangan dalam Implementasi SAK EP
Kompleksitas SAK EP menjadi tantangan terbesar karena memerlukan pemahaman analitis yang lebih
mendalam. Auditor eksternal (Bapak JS) menyampaikan pernyataan sebagai berikut.

“... BPR harus sadar bahwa SAK EP itu levelnya lebih tinggi dari ETAP. Ada unsur judgement yang

tidak bisa sekadar copy-paste dari laporan tahun sebelumnya. Banyak klien BPR kami yang masih
butuh pendampingan untuk itu”.

SAK EP menuntut penerapan prinsip akuntansi yang lebih kompleks dibanding SAK ETAP. Standar
ini tidak hanya mengatur format laporan, tetapi juga membutuhkan penilaian profesional dalam
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi. Oleh karena itu, BPR tidak bisa sekadar meniru
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laporan tahun sebelumnya; mereka membutuhkan pendampingan dan bimbingan dari auditor untuk
memastikan penerapan standar sesuai prinsip yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi
ke SAK EP merupakan proses adaptasi yang membutuhkan kombinasi pemahaman konseptual dan
praktik teknis secara simultan. Perubahan standar memengaruhi alur kerja, terutama pada bagian
akuntansi yang harus menyesuaikan sistem pencatatan, format laporan, serta prosedur pendukung. Staf
akunting BPR X (Ibu KM) menambahkan dengan pernyataan sebagai berikut.

“.. yang terasa berat itu penyesuaian sistem. Format laporan berubah, beberapa akun harus

mapping ulang. Jadi kerjaan ekstra selama dua sampai tiga bulan awal”.

Transisi ke SAK EP tidak hanya menuntut pemahaman standar baru, tetapi juga penyesuaian teknis
pada sistem dan prosedur akuntansi. Perubahan format laporan dan kebutuhan untuk memetakan ulang
akun menimbulkan beban kerja tambahan pada staf akuntansi, terutama pada fase awal implementasi.
Hal ini mencerminkan bahwa adaptasi standar baru melibatkan dua aspek yakni pemahaman konseptual
dan perubahan proses operasional, yang keduanya harus berjalan bersamaan agar laporan keuangan
sesuai dengan prinsip SAK EP. Fenomena ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa
implementasi standar baru sering menuntut penyesuaian sistem informasi dan alur kerja agar praktik
akuntansi tetap efektif dan akurat. Auditor internal pada BPR Y (Ibu SA) memperkuat temuan tersebut
dengan pernyataan sebagai berikut.

“... kami harus revisi SOP juga. Audit program berubah karena risiko pelaporannya berbeda. Jadi ya,

banyak dokumen yang harus dipastikan konsisten”.

Penerapan SAK EP menuntut penyesuaian prosedur internal dan program audit. Standar baru
mengubah karakteristik risiko pelaporan, sehingga dokumen dan prosedur yang sebelumnya cukup
untuk SAK ETAP perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip SAK EP. Hal ini mencerminkan bahwa transisi
standar bukan sekadar perubahan format laporan, tetapi juga melibatkan penataan ulang alur kerja dan
kontrol internal untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi keuangan. Fenomena ini sesuai
dengan literatur yang menyebutkan bahwa adopsi standar baru sering memerlukan revisi SOP dan
program audit agar manajemen risiko dan kepatuhan tetap terjaga.

Peluang dari Implementasi SAK EP
Meskipun menghadapi tantangan, sebagian informan menyadari bahwa penerapan SAK EP membuka
peluang signifikan bagi BPR, terutama dari aspek kredibilitas laporan keuangan, efisiensi proses, dan
penguatan tata kelola. Auditor internal menilai bahwa transisi ke SAK EP membantu memperbaiki disiplin
dokumentasi dan akurasi pencatatan.

"

.. sebelumnya di SAK ETAP ada beberapa area yang bisa dibilang bebas interpretasi, sekarang
lebih jelas. Jadi kami merasa kualitas laporannya naik”.

Penerapan SAK EP meningkatkan kepastian dan konsistensi pelaporan keuangan. SAK ETAP relatif
lebih sederhana dan memberikan ruang interpretasi yang luas, sedangkan SAK EP lebih rinci dan
berbasis prinsip, sehingga mengurangi ambigu dalam pencatatan dan pengungkapan. Hal ini
berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan keuangan, karena informasi yang disajikan
menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh auditor maupun pemangku kepentingan.
Fenomena ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa standar akuntansi berbasis prinsip
(principle-based) cenderung memperkuat integritas laporan dan memperkecil risiko salah saji. Auditor
eksternal melihat bahwa SAK EP membawa BPR lebih dekat pada praktik pelaporan keuangan umum,
sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan. Hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara
sebagai berikut.
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“... dari sisi kami, BPR yang sudah adopsi SAK EP itu terlihat lebih siap dan lebih kredibel. Regulator
juga biasanya lebih yakin karena standarnya lebih komprehensif”.

Penerapan SAK EP meningkatkan reputasi dan kredibilitas BPR di mata auditor dan regulator.
Standar yang lebih komprehensif dan berbasis prinsip membuat laporan keuangan lebih transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan.
Fenomena ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa adopsi standar akuntansi yang lebih
ketat dan rinci berpotensi memperkuat keyakinan pengguna laporan keuangan terhadap kualitas
informasi yang disajikan. Staf accounting BPR X (lbu KM) merasakan bahwa proses ini meningkatkan
kompetensi teknis tim.

"

.. walaupun awalnya berat, tapi kami jadi belajar hal baru. Sekarang kami lebih terbiasa baca
standar dan cari referensi, tidak cuma tunggu instruksi”.

Transisi ke SAK EP mendorong pengembangan kompetensi dan kemandirian staf akuntansi. Proses
adaptasi terhadap standar yang lebih kompleks menuntut staf untuk aktif membaca dan memahami
prinsip-prinsip baru, bukan hanya mengikuti instruksi secara mekanis. Hal ini mencerminkan adanya
pembelajaran berkelanjutan di lingkungan kerja, di mana pengalaman langsung membantu staf
meningkatkan pemahaman teknis dan kemampuan mengambil keputusan profesional.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP pada BPR merupakan proses
adaptasi yang kompleks dan multidimensional, yang dapat dipahami melalui perspektif teori akuntansi
keuangan, khususnya decision usefulness theory, principle-based accounting, dan teori institusional.
Transisi ini tidak hanya mencerminkan perubahan teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi
juga mencerminkan dinamika penyesuaian organisasi terhadap standar akuntansi yang lebih berbasis
prinsip dan tuntutan lingkungan institusional.

Secara internal, BPR berada pada tahap awal penyesuaian institusional yang ditandai oleh belum
meratanya tingkat pemahaman terhadap SAK EP antar unit organisasi, terutama antara staf akuntansi
dan auditor internal. Ketidaksamaan pemahaman tersebut mencerminkan adanya knowledge gap dalam
proses adopsi standar akuntansi baru. Dalam perspektif decision usefulness theory, kondisi ini berpotensi
menurunkan kualitas kegunaan informasi akuntansi. Perbedaan pemahaman dalam aspek pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan transaksi meningkatkan risiko inkonsistensi penerapan, sehingga
informasi yang dihasilkan menjadi kurang relevan, kurang andal, atau sulit dibandingkan. Akibatnya,
fungsi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dapat melemah.

Lebih lanjut, decision usefulness theory menegaskan bahwa informasi akuntansi harus mampu
merepresentasikan substansi ekonomi transaksi secara jujur (faithful representation) agar memberikan
manfaat optimal bagi pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, penerapan SAK EP sebagai
standar berbasis prinsip (principle-based accounting) menuntut tingkat professional judgment yang lebih
tinggi, baik dalam penentuan kebijakan akuntansi, penilaian estimasi, maupun pengungkapan informasi
material. Apabila kompetensi dan pemahaman terhadap prinsip akuntansi belum memadai, maka risiko
terjadinya penurunan kualitas faithful representation akan meningkat yang pada akhirnya mengurangi
kegunaan informasi akuntansi dalam mendukung pengambilan keputusan (Fijabi & Ahsannaya, 2025).

Oleh karena itu, adaptasi terhadap SAK EP tidak dapat dipahami sekadar sebagai perubahan teknis
atau format pelaporan, melainkan sebagai pergeseran paradigma akuntansi menuju pendekatan yang
lebih menekankan substansi ekonomi transaksi dibandingkan bentuk hukumnya. Pergeseran ini sejalan
dengan tujuan utama teori kegunaan akuntansi, yaitu menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan
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bermakna bagi pengguna laporan keuangan. Karakteristik kualitatif informasi, seperti keterpahaman,
keterbandingan antar periode dan antar entitas, ketepatan waktu, serta verifiabilitas, menjadi prasyarat
utama dalam meningkatkan nilai guna informasi akuntansi (Kamotho et al, 2022). Dengan demikian,
keberhasilan implementasi SAK EP sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam memperkecil
knowledge gap dan memperkuat kapasitas profesional sumber daya manusia.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Ramadan & Nisa (2025) yang menyatakan bahwa
transisi ke SAK EP tidak hanya menyangkut perubahan format laporan, tetapi juga mencakup pergeseran
mendasar dalam prinsip akuntansi, seperti peralihan dari cash basis ke accrual basis, penerapan model
pengakuan pendapatan lima langkah, pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang (CKPN),
imbalan pascakerja, serta pajak tangguhan. Maulana et al. (2023) juga menegaskan bahwa penerapan
SAK EP membawa perubahan signifikan dalam perlakuan akuntansi, khususnya terkait investasi pada
entitas anak dan asosiasi, imbalan kerja, imbalan pascakerja, serta pengakuan pajak tangguhan.
Sementara itu, Tanjung et al. (2025) menemukan bahwa BPRS dalam penelitiannya telah mampu
menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EP. Sebaliknya, Pranesti & Hanani (2022)
menunjukkan bahwa BUMD masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan kesiapan sumber daya
dalam mengadopsi SAK EP, sehingga memerlukan waktu adaptasi yang lebih panjang.

Dari sisi tantangan, kompleksitas standar muncul sebagai faktor dominan yang memengaruhi
proses implementasi. Dalam perspektif teori sistem akuntansi, penerapan SAK EP menuntut penyesuaian
menyeluruh terhadap alur kerja, peta akun, sistem informasi akuntansi, serta prosedur operasional
standar. Proses penyesuaian ini menimbulkan beban kerja tambahan bagi staf pada fase awal transisi
dan mengharuskan organisasi melakukan revisi SOP serta program audit untuk menyesuaikan profil
risiko pelaporan yang berbeda dibandingkan SAK ETAP. Temuan ini menegaskan bahwa standar berbasis
prinsip tidak dapat diimplementasikan secara efektif tanpa dukungan sistem pengendalian internal yang
memadai, sebagaimana ditegaskan dalam teori kualitas pelaporan keuangan. Junaidi et al. (2022)
menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam memastikan penerapan standar
akuntansi mampu menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Selain itu, penelitian yang mengkaji
penerapan IFRS juga menyoroti kebutuhan pelatihan dan kualitas audit sebagai tantangan utama dalam
mengelola kompleksitas standar berbasis prinsip (Judijanto & Junaidi, 2024).

Di sisi lain, transisi ke SAK EP juga membuka peluang strategis bagi BPR. Standar yang lebih
komprehensif dan konsisten secara konseptual berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan
melalui pengurangan risiko salah saji dan peningkatan keterbandingan antar periode. Dalam kerangka
decision usefulness theory, peningkatan kualitas tersebut memperkuat nilai informasi akuntansi bagi
pengguna laporan keuangan. Selain itu, penerapan SAK EP berkontribusi pada peningkatan legitimasi
dan kredibilitas BPR di mata auditor dan regulator, sejalan dengan teori institusional yang memandang
adopsi standar akuntansi sebagai sarana untuk memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari lingkungan
eksternal. Implementasi SAK EP juga mendorong pengembangan kompetensi dan kemandirian
profesional staf akuntansi melalui proses continuous learning dan penguatan kemampuan pengambilan
keputusan berbasis pertimbangan profesional, sebagaimana ditegaskan oleh (Hanun et al,, 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP
merupakan proses yang menantang sekaligus strategis bagi BPR. Tantangan yang berkaitan dengan
kompleksitas standar, penyesuaian sistem, dan kapasitas sumber daya manusia perlu dikelola secara
sistematis melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan auditor, serta penyempurnaan prosedur
internal. Pada saat yang sama, peluang berupa peningkatan kualitas pelaporan, penguatan kredibilitas,
dan pengembangan profesionalisme staf menunjukkan bahwa penerapan SAK EP layak diposisikan
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sebagai investasi jangka panjang dalam memperkuat tata kelola, integritas, dan keandalan laporan
keuangan BPR.

Simpulan

Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP pada BPR merupakan proses yang kompleks, terutama karena tuntutan
pemahaman standar yang lebih rinci, penyesuaian sistem dan prosedur, serta keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia. Namun demikian, penerapan SAK EP juga membuka peluang strategis berupa
peningkatan kualitas dan konsistensi laporan keuangan, penguatan kredibilitas di mata auditor dan
regulator, serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme staf akuntansi. Dengan dukungan
strategi adaptasi yang tepat, seperti pelatihan berkelanjutan, pendampingan auditor, dan penyesuaian
prosedur internal, transisi ini dapat menjadi investasi jangka panjang dalam memperkuat tata kelola dan
keandalan pelaporan keuangan BPR.
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